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TAJUK RENGANA
Oknum di Balik Judi Daring

GEBRAKAN pemerintahan Pra-
bowo dalam memberantas perjudi-
an olinine atau daring patut menda-
pat dukungan penuh masyarakat.
Kepolisian tidak hanya menyasar
masyarakat umum yang terlibat judi
daring, melainkan juga oknum dari
instansi pemerintah. Dalam perkem-
bangannya, Dirreskrimum Polda
Metro Jaya berhasil menangkap 12
orang oknum dari Kementerian Ko-
munikasi dan Digital (Kemenkom-
digi), sedang 4 orang lainnya warga
biasa (KR 4/11).

Keterlibatan oknum di Kemen-
komdigi sebenarnya sudah teren-
dus cukup lama, namun baru bela-
kangan ini polisi mengantongi cukup
bukti sehingga menersangkakan
mereka. Benarkah baru belakangan
ini mereka terlibat dalam perjudian
online ? Boleh jadi mereka sudah
beraksi cukup lama ketika persoalan
judi online belum menjadi isu nasio-
nal dan mengundang perhatian pu-
blik. Langkah kepolisian kali ini nam-
pak sangat serius, bahkan mereka
sampai menggeledah kantor Ke-
menkomdigi untuk mendapatkan
barang bukti.

Kita mengapresiasi kerja-kerja
aparat kepolisian maupun Kemen-
komdigi serta PPATK yang bahu-
membahu untuk memberantas per-
judian daring. Berdasar temuan ke-
polisian, oknum di Kemenkomdigi
terlibat dalam penyalahgunaan
wewenang pemblokiran situs judi
daring. Mereka yang seharusnya
memblokir akun judi online malah
membiarkannya. Dari penyalahgu-
naan wewenang itulah diduga
mereka mendapat imbalan dari pe-
ngelola judi daring.

Ironisnya, mereka yang ditangkap
polisi adalah bagian dari tim pen-
gendali konten-konten negatif, ter-
masuk judi online. Bisa dibayang-
kan, oknum tersebut seharusnya
menutup akun-akun judi online, na-
mun malah membiarkannya. Pe-
nyalahgunaan ini tentu berimplikasi
pada tingkat kepercayaan masyara-
kat terhadap Kemenkomdigi yang
sering mengumumkan telah menu-
tup akun berkonten perjudian. Se-
bab, nyatanya ada akun-akun ter-
tentu yang dibiarkan beroperasi.

Kita khawatir bila nanti muncul
sinisme di masyarakat bahwa apa-

rat melakukan tebang pilih dalam
pemberantasan judi daring. Hanya
akun-akun tertentu yang diblokir,
sedang akun lainnya dibiarkan hi-
dup dan terus beroperasi. Dalam
konteks ini kita mengapresiasi ke-
beranian aparat penegak hukum,
terutama kepolisian, mengungkap
keterlibatan oknum di Kemen-
komdigi.

Terkait hal itu, kita mendorong
agar momentum ini digunakan un-
tuk melakukan pembersihan besar-
besaran, tak hanya di istitusi Ke-
menkomdigi, melainkan juga jajaran
penegak hukum pada umumnya,
baik di kepolisian maupun kejak-
saan. Pertanyaannya kemudian,
apakah hanya pegawai biasa di
Kemenkomdigi yang terlibat dalam
perjudian daring ? Apakah tindakan
mereka tanpa sepengetahuan atas-
an ? Tentu ini menjadi tugas aparat
kepolisian untuk melacaknya.

Kita hanya mengingatkan cara ker-
ja hukum pidana yang tidak hanya
menjerat pelaku utama, melainkan
juga mereka yang melakukan secara
bersama-sama, ikut serta, memban-
tu, memberi sarana, bahkan mem-
beri kesempatan terjadinya tindak pi-
dana (perjudian daring), dapat dimin-
tai pertanggungjawaban hukum.
Sedang ancaman pidananya tentu
tergantung pada andil mereka, se-
jauh mana keterlibatannya dalam
perjudian daring. Konkretnya, atasan
oknum Kemenkomdigi yang mem-
biarkan anak buahnya menyalahgu-
nakan wewenang berupa tidak mem-
blokir konten atau situs perjudian, ju-
ga harus dimintai pertanggungjawa-
ban hukum.

Kita berharap pemberantasan judi
online bukan sekadar gertak sam-
bal, parsial dan sesaat. Kita meyaki-
ni judi online melibatkan pemodal
besar yang diduga terus mendekati
pengambil kebijakan dengan berba-
gai cara, termasuk dengan me-
nyuap. Pemerintah selaku regulator
dan pemegang kebijakan tak boleh
kalah, jangan biarkan ada oknum
bermain mata dengan pegelola judi
online. Hemat kita, penangkapan
oknum di Kemenkomdigi, hanyalah
langkah awal untuk membongkar
keterlibatan oknum lebih besar yang
jauh lebih punya kewenangan da-
lam pemberantasan perjudian. [-d
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Peduli Pertanian

PERTANIAN merupakan salah
satu sektor prioritas pada pemba-
ngunan nasional. Terkait hal ini tentu
tidak bisa terlepas dari mayoritas
pelaku di sektor pertanian dan sebut-
an republik ini sebagai negara agraris.
Karena itu, beralasan jika Presiden
Prabowo berkomitmen untuk memba-
ngun ketahanan pangan menuju
swasembada pangan pada tahun 2025
atau dalam tempo secepatnya.

Di satu sisi, pencapaian target
swasembada tidak bisa terlepas dari
kepentingan kompleks, tidak hanya

kesejahteraan petani tetapi juga
perluasan pertanian pangan secara
menyeluruh. Di sisi lain, daya tarik
pertanian pangan di republik ini
juga cenderung menurun. Paling
tidak, hal ini terlihat dari laju

migrasi dari pedesaan ke
perkotaan dan juga minimnya
regenerasi di sektor pertanian
pangan. Padahal, realitas ini
berdampak negatif terhadap pa-
sokan pangan. Oleh sebab itu,
menjadi ancaman ketika ironi
impor pangan cenderung se-
makin meningkat.

Pertanian

BPS merilis hasil Sensus Per-
tanian bahwa jumlah usaha per-
tanian nasional pada tahun 2023
turun 2,35 juta menjadi 29.360.-
833 unit di tahun 2023 diban-
dingkan data 2013 (sekitar
31.715.486 unit) atau turun
7,42% dibanding 2013. Selain
itu, jumlah usaha pertanian per-
orangan (UTP) juga turun pada
tahun 2023 yaitu 29.342.202
unit (turun 2,36 juta unit dari
2013 lalu). Ironi lainnya dari total 29
juta petani di Indonesia masih didomi-
nasi usia tua 43-58 tahun (42,39%),
usia 59-77

tahun (27,61%) dan usia 27-42
tahun ada 25,61%, usia di atas 78
tahun 2,24% dan untuk petani mile-
nial usia 19-39 jumlahnya 16,78 juta
orang. Dominasi petani milenial ada
di Jawa Timur 971,1 ribu orang, Jawa
Tengah 625,81 ribu orang, dan Jawa
Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Data itu menjadi catatan menarik
dikaitkan fakta ancaman sektor perta-
nian, terutama minimnya regenerasi
di sektor pertanian dan juga
maraknya migrasi dari pedesaan ke
perkotaan, termasuk juga migrasi dari
pekerjaan di sektor pertanian pangan

Edy Purwo Saputro

ke sektor informal. Fakta ini tentu ti-
dak bisa disalahkan karena pelaku
usaha di sektor pertanian juga ber-
pikir logis ingin mendapatkan pengha-
silan dan kehidupan yang lebih layak
di sektor pertanian pangan sementara
faktanya kesejahteraan di sektor per-
tanian pangan dalam kurun 10 tahun
terakhir cenderung terus menurun.
Bahkan kalkulasi hasil dari sektor
pertanian cenderung merugi, semen-
tara harga benih, pupuk dan komodi-
tas lain juga cenderung semakin ma-
hal sementara harga gabah di tingkat

petani tidak mampu mendongkrak
taraf kesejahteraan petani secara sis-
tematis dan berkelanjutan. Fakta ini
secara tidak langsung menegaskan ar-
gumen di balik persepsian minor dari
pertanian.

Belajar bijak dari pentingnya mem-
bangun dan menjaga ketahanan pa-
ngan demi bisa merealisasikan
swasembada pangan maka logis jika
peringatan Hari Pangan Sedunia (16
Oktober) kemarin tidak bisa terlepas
dari ancaman krisis pangan, bukan
hanya di lingkup nasional tapi juga
global. Ironisnya, situasi ini masih
diperparah oleh realitas peperangan
yang terjadi dengan sejumlah faktor
yang mendasarinya. Karena itu, men-
jadi tantangan yang sangatlah berat

bagi pemerintahan Prabowo untuk
mencapai ketahanan pangan nasional.
Terkait kasus ini Laporan The State of
Food Security and Nutrition in the
World (SOFI) 2024 menegaskan bah-
wa kelaparan penduduk dunia pada
2023 sekitar 733 juta jiwa. Kalkulasi
dari data ini secara tidak langsung
menjadi catatan bahwa persentase
angka kelaparan global mencapai 9%
atau meningkat dari tahun 2019 yang
mencapai 7,9%. Jika ini tidak bisa di-

antisipasi

maka di tahun 2030

angkanya akan semakin tinggi dan
pastinya menjadi ancaman global.

Pangan

Problem kompleks di balik keta-
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hanan pangan global maka era
pemerintahan Prabowo bertekad
mampu mengembalikan keta-
hanan pangan nasional dan
alokasi dana untuk mencapai
komitmen itu sebesar Rp 139,4
triliun. Besaran dana itu seti-
daknya mampu dialokasikan un-
tuk ketahanan pangan

pada 2025. Artinya, setahun ke
depan ketahanan pangan nasio-
nal setidaknya bisa direalisasi-
kan dan mampu mereduksi an-
caman impor sejumlah komodi-
tas pertanian pangan. Padahal
besaran impor akan sangat
berdampak terhadap neraca per-
dagangan dan bukan tidak
mungkin akan

terjadi defisit. Fakta dari kasus
ini menjadi catatan menarik bagi
pemerintahan Prabowo untuk
konsisten dalam mencapai keta-
hanan pangan meski diakui pen-
capaiannya tidaklah mudah, se-

bab harus bersinergi dengan sejumlah
departemen, termasuk juga sinergi
lintas sektoral. [O-d
*) Dr Edy Purwo Saputro SE MSi
- Dosen Pascasarjana di Universitas

Muhammadiyah Solo.
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Pembaca yang budiman, terima-
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tocopy identitas. Terimakasih.

Penduduk Lanjut Usia : Beban atau Harapan?

ORGANISASIi kesehatan dunia,
WHO, memprediksikan pada tahun
2030 jumlah penduduk berusia 60
tahun ke atas di dunia naik sekitar 30
persen menjadi 1,4 miiyar penduduk,
dan pada tahun 2050 akan bertambah
dua kali lipat menjadi 2,1 miliar pen-
duduk. Banyak negara telah memasu-
ki masa penuaan penduduk atau ag-
ing population, dengan proporsi jum-
lah penduduk lanjut usia di atas 20
persen dari total jumlah penduduk. Di
Indonesia, BPS mencatat persentase
penduduk lanjut usia pada tahun
2023 sebesar 6,98 persen, sedang
Bappenas memperkirakan pada
tahun 2045 jumlah penduduk lanjut
usia sekitar 20 hingga 25 persen dari
total jumlah penduduk.

Sementara, di provinsi DIY pada
tahun 2023 proporsi penduduk lanjut
usia sebesar 16,02 persen dari total
jumlah penduduk. United Nations
mengkategorikan kondisi penuaan
penduduk menjadi 3, yaitu 1). aging
society, di mana proporsi penduduk
lanjut usia mencapai 7 persen; 2). aged
society, di mana proporsi penduduk
lanjut usia lebih dari 14 persen; dan
3). super aged society, di mana proporsi
penduduk lanjut usia lebih dari 20
persen. Dengan kondisi Total Fertility
Rate (TFR) yang lebih rendah dari na-
sional, dan angka harapan hidup yang
tinggi, diperkirakan provinsi DIY
akan memasuki kondisi aging popula-
tion lebih cepat dibandingkan provinsi
lain di Indonesia.

Beban Keluarga dan Pemerintah

Menurunnya kapasitas dan kemam-
puan fisik penduduk lanjut usia se-
ringkali menjadi tantangan tersendiri
dalam menjalani kehidupan yang
mandiri. Saat ini, keluarga menjadi
tumpuan dan pendukung utama bagi
lansia dalam melakukan aktivitas se-
hari-hari. Peran seseorang dalam
mengurus orangtua dan anak sekali-
gus menjadi semakin umum di masya-
rakat, yang lebih dikenal dengan isti-
lah sandwich generation. Banyaknya
penduduk lanjut usia juga mem-
berikan dampak yang luas pada sek-
tor kesehatan, seperti perlunya penye-
diaan perawatan jangka panjang,
penyediaan tenaga caregiver, serta
layanan medis.

Pinkan Mariskania Pasuhuk

Peningkatan layanan kesehatan
akan menyebabkan lonjakan kebu-
tuhan fiskal pemerintah, di samping
kewajiban pemerintah untuk menye-
diakan jaminan kesehatan. Kinerja
perekonomian secara umum diperki-
rakan menurun di masa depan de-
ngan turunnya jumlah penduduk usia
produktif, dan meningkatnya jumlah
penduduk lansia. Dengan kondisi
tersebut, rasio ketergantungan juga
akan semakin tinggi, yang berarti
penduduk usia produktif (15-64
tahun) menanggung penduduk usia
non produktif (di bawah 15 dan dia
atas 64 tahun) yang jumlahnya lebih
banyak. Namun demikian, apakah
penduduk lanjut usia hanya dipan-
dang sebagai beban ekonomi?

Lansia yang Aktif dan Mandiri

Di negara maju seperti Jepang dan
Korea Selatan dengan proporsi pen-
duduk lanjut usia yang cukup tinggi,
layanan publik telah dirancang
sedemikian rupa sehingga dapat men-
dukung aktivitas penduduk secara
mandiri. Sebagai contoh, transportasi
publik dapat diakses dengan mudah,
penyediaan kursi prioritas, dan seba-
gainya. Keberadaan senior citizen cen-
ter juga menjadi hal yang umum, di
mana senior citizen dapat

nunjukkan keaktifan penduduk lanjut
usia cukup baik, dan menjadi potensi
untuk mendorong kemandirian lansia
dalam beraktivitas. Lebih jauh, pen-
duduk lanjut usia juga perlu menjadi
mandiri secara ekonomi, meskipun
hal ini masih sulit dilakukan karena
terbatasnya lapangan pekerjaan yang
sesuai, dan kondisi fisik yang tidak
memungkinkan untuk bekerja.

Banyaknya jumlah penduduk lanjut
usia juga dapat berpotensi menum-
buhkan silver economy, yaitu konsep
ekonomi yang muncul dari peluang
pemenuhan kebutuhan lansia, dan hal
ini dapat mendorong tumbuhnya
ekonomi sebagai pengganti turunnya
jumlah penduduk wusia produktif.
Namun demikian, keberadaan silver
economy perlu didukung oleh sistem,
kebijakan dan regulasi yang tepat.
Hal ini termasuk menyediakan la-
pangan pekerjaan yang inklusif untuk
penduduk lanjut usia. Sebagai kesim-
pulan, aging population tidak hanya
berpotensi menjadi beban di masa de-
pan, namun juga harapan bagi tum-
buhnya ekonomi yang dapat men-
dukung peningkatan kualitas hidup
lansia. O-d

*) Pinkan Mariskania Pasuhuk,

Perencana Muda Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah DIY.

berinteraksi satu sama lain,
melakukan aktivitas beragam
yang dapat mendukung keak-
tifan sesuai dengan kapasitas
dan kemampuan fisiknya. Di
Indonesia, dengan kondisi
sosial ekonomi yang berbeda,
pemerintah mengadvokasi ke-
beradaan Posyandu lansia di

mana pengelolaan lebih ber- agar diperbaiki.
pusat pada kom_umtas d?n -- Cara memperbaikinya harus be-
masyarakat sekitar. Selain nar

itu, juga terdapat program ac-
tive aging seperti kelompok
lansia yang membuat barang
kerajinan, ecoprint dan seba-
gainya. Di Yogyakarta, tingkat
partisipasi masyarakat cukup
tinggi dalam mengikuti pro-
gram active aging dan
Posyandu lansia. Hal ini me-
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